
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1458, 2018 KEMENHUB. Plt dan Plh. 

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 98 TAHUN 2018 

TENTANG 

TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN DAN 

PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang   : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) 

dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan, perlu mengatur tata 

cara penunjukan dan pengangkatan Pelaksana Harian 

dan Pelaksana Tugas di lingkungan Kementerian 

Perhubungan; 

b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, 

di lingkungan Kementerian Perhubungan, diperlukan 

pula adanya ketentuan yang mengatur dalam hal 

terdapat jabatan struktural setara jabatan pimpinan 

tinggi/ jabatan administrator/jabatan pengawas/jabatan 

pelaksana yang belum dapat terisi secara definitif yang 

diisi oleh pejabat/pegawai yang memiliki kompetensi 

namun belum memenuhi persyaratan administrasi 

sebagai pejabat definitif; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara 

Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Harian dan 
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Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan; 

 

Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

7. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang 

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 956); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 
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Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat 

atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 814); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola 

Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan 

Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 63); 

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 

2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah 

Pelayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1193); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA 

CARA PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA 

HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan yang 

selanjutnya disebut Pegawai adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat 

sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh 

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

di lingkungan Kementerian Perhubungan. 

2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan 

fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah 

maupun penyelenggara negara lainnya. 

3. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada 
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Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah 

dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada 

pada pemberi mandat.  

4. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah 

Pegawai yang ditunjuk dan diberikan mandat untuk 

melaksanakan tugas suatu jabatan struktural setara 

jabatan pimpinan tinggi/jabatan administrator/ jabatan 

pengawas/jabatan pelaksana dikarenakan pejabat 

definitif yang bersangkutan berhalangan sementara. 

5. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah 

a. Pegawai yang ditunjuk dan diberikan mandat untuk 

menduduki dan melaksanakan tugas suatu jabatan 

struktural setara jabatan pimpinan tinggi/jabatan 

administrator/jabatan pengawas/ jabatan pelaksana 

dikarenakan pejabat definitif yang bersangkutan 

berhalangan tetap; atau 

b. Pegawai yang memiliki kompetensi untuk menduduki 

jabatan struktural setara jabatan pimpinan 

tinggi/jabatan administrator/jabatan 

pengawas/jabatan pelaksana di lingkungan 

Kementerian Perhubungan namun belum memenuhi 

persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk dapat diangkat, ditunjuk dan 

diberikan mandat untuk melaksanakan tugas pada 

suatu jabatan struktural setara jabatan pimpinan 

tinggi/jabatan administrator/jabatan 

pengawas/jabatan pelaksana. 

6. Berhalangan Tetap adalah kondisi dimana suatu jabatan 

struktural setara jabatan pimpinan tinggi/jabatan 

administrator/jabatan pengawas/ jabatan pelaksana 

tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan karena 

seorang pejabat pensiun, meninggal dunia, perpindahan, 

diberhentikan dalam jabatan, cuti di luar tanggungan 

Negara, atau tugas kedinasan di dalam maupun di luar 

negeri  yang melebihi 6 (enam) bulan. 

7. Berhalangan Sementara adalah kondisi dimana suatu 

jabatan struktural setara jabatan pimpinan 
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tinggi/jabatan administrator/jabatan pengawas/ jabatan 

pelaksana masih terisi namun pejabat definitif yang 

bersangkutan berhalangan karena cuti tahunan, cuti 

besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti 

sakit, dan tugas kedinasan di dalam maupun luar negeri 

yang tidak melebihi 6 (enam) bulan. 

8. Surat Perintah adalah naskah dinas yang dibuat oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang 

ditunjuk yang berwenang kepada Pegawai/Pejabat untuk 

bertindak sebagai Plt atau Plh. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk tertib 

administrasi kepegawaian dan memberikan pedoman 

bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan 

penunjukan dan pengangkatan Plt dan Plh di lingkungan 

Kementerian Perhubungan. 

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan  

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 

serta memberikan  motivasi pengembangan diri pegawai 

agar memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan 

jabatan dalam organisasi. 

 

BAB III 

MEKANISME PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN 

PLH DAN PLT 

 

Bagian Kesatu 

Penunjukan dan Pengangkatan Plh 

 

Paragraf 1  

Persyaratan dan Ketentuan 

 

Pasal 3 
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